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Penelitian ini membahas bagaimana tradisi Kalosara digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat 
kecamatan Baito dengan fokus pada makna dan fungsinya. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif dengan 
metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna Kalosara dalam penyelesaian 
sengketa tersebut dilihat dalam hubungan analogi antara makna benda-benda penyusun Kalosara (anyaman segi 
empat, rotan, kain putih, daun sirih, dan buah pinang) dengan realitas yang ada, dalam hal ini sengketa tanah. Makna 
benda-benda tersebut merepresentasikan gagasan ideal dalam kehidupan masyarakat Tolaki termasuk dalam mencari 
resolusi dalam sengketa tanah. Adapun fungsi yang ditemukan adalah media pemaksa, media pemersatu, dan media 
perdamaian. 
 
Kata Kunci:  
Kalosara, penyelesaian, sengketa, tanah 
 
ABSTRACT 
This study discusses how the Kalosara tradition implemented in land dispute resolution in the community of Baito 
sub-district on its meaning and function. This research is a qualitative research type with interview and documentation 
methods. The results showed that the significance of Kalosara in dispute resolution was seen in the analogy 
relationship between Kalosara's constituent objects significance (rectangular woven, rattan, white cloth, betel leaf, 
and areca nut) and the existing reality, in this case, land disputes. The significances of these objects represent ideal 
notion in the life of Tolakinese, including finding a resolution in land disputes. The functions found are coercive 
media, unifying media, and media for peace. 
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PENDAHULUAN 
Sumber konflik memiliki variasi yang 
bermacam-macam, salah satunya adalah 
sengketa atas tanah. Sengketa atas tanah yang 
terjadi pada dasarnya disebabkan oleh 
pelanggaran atau perbedaan pandangan 
terhadap penguasaan hak atas tanah tersebut 
termasuk sumber dayanya. Beberapa di 
antaranya seperti perbedaan pandangan 
mengenai patokan batas tanah, pengambilan 
sumber daya di atas maupun di dalam tanah 
secara tidak sah, ketidaksesuaian pada 
administrasi tanah yang mengakibatkan 
perbedaan kepemilikan, dan lain sebagainya.  
Berdasarkan data dari badan 
pertanahan nasional, dalam kurun waktu 
hingga 2013 terdapat 4.223 kasus pertanahan 
yang terjadi secara nasional di berbagai 
provinsi Indonesia. Untuk wilayah Sulawesi 
Tenggara hingga tahun 2013, terdapat 161 
kasus pertanahan dengan persentase 
penyelesaian 27,33%, yang 12 kasusnya 
menggunakan jalur mediasi sementara kasus 
yang menggunakan jalur hukum terdiri dari 
11 kasus. Tampak bahwa tanah merupakan 
sumber konflik yang cukup besar dan 
tersebar secara nasional. 
Indonesia sebagai sebuah negara 
berdaulat dengan etnis-etnis berbeda yang 
membentuk bangsanya, memiliki hukum 
untuk menyelesaikan konflik-konflik yang 
muncul termasuk konflik sumber daya alam 
seperti tanah. Pengaturan tentang penguasaan 
tanah telah diatur dalam pasal 2 Ayat 1, dan 
Ayat 4, serta pasal 3 Undang-Undang Pokok 
Agraria No. 5 tahun 1960.  
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Landasan hukum tersebut membuat 
tradisi masyarakat setempat seperti hukum 
adat menjadi alternatif yang dapat 
diusahakan terutama pada masyarakat-
masyarakat Desa yang masih kental dengan 
nilai-nilai budaya. Indonesia sebagai sebuah 
negara dengan heterogenitas kesukuan yang 
banyak, memiliki masyarakat-masyarakat 
dengan hukum adatnya masing-masing. 
Hukum adat ini menjadi bagian dari 
kehidupan budayanya termasuk dalam 
penyelesaian sengketa atas tanah. Hukum 
adat ini bersumber pada filosofi dasar budaya 
suku yang dibentuk masyarakat tersebut. 
Dalam beberapa masyarakat, filosofi ini 
disimbolkan dalam bentuk-bentuk tertentu. 
Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara 
merupakan salah satunya yang memiliki 
filosofi budaya yang membentuk hukum adat 
yang berlaku bagi masyarakatnya. Pada 
masyarakat Tolaki, yang digunakan adalah 
Kalosara. Kalosara merupakan fokus 
kebudayaan Tolaki yang menyimpulkan 
segala aspek hakikat dari kehidupan sosial 
masyarakat Tolaki (Tamburaka, 2012: 21). 
Kalosara dapat dilihat sebagai bagian 
tak terpisahkan dari masyarakat Tolaki dan 
menjadi sumber hukum adat. Yang dimaksud 
dengan hukum adat atau aturan-aturan adat 
adalah yang termasuk aturan-aturan pribumi 
yang menyangkut kehidupan masyarakat dan 
pemerintah Desa, tentang tanah, ekonomi 
rakyat, dan hubungan kekeluargaan 
(Soekanto dalam Tamburaka, 2015:8). Hal 
ini kembali menegaskan bahwa tanah 
merupakan salah satu objek dalam hukum 
adat sebuah masyarakat. Adapun benda 
penyusun Kalosara terdiri dari alas dari 
anyaman segi empat, rotan, kain putih, daun 
sirih, dan buah pinang. Rotan terdiri dari tiga 
batang rotan yang dipilin membentuk 
lingkaran dan kemudian diberi alas kain 
putih. Di tengah lingkaran diletakkan daun 
sirih yang mewadahi buah pinang.  
Salah satu fungsi Kalosara adalah 
menyatukan perbedaan yang timbul dalam 
masyarakat Tolaki, yaitu Kalo sebagai 
pemersatu untuk pertentangan konseptual 
dan sosial dalam kebudayaan Tolaki dan 
dalam kehidupannya (Tarimana, 1985: 16). 
Dalam Kalosara sendiri, terdapat jenis-jenis 
adat dalam menyelesaikan masalah yang 
disesuaikan dengan pelaku-pelakunya 
(apakah pelakunya antar individu, antar 
keluarga, individu dengan pemerintah, dan 
lainnya) dan jenis-jenis masalahnya apakah 
masalah itu bersifat konseptual atau sosial. 
Adapun jenisnya yaitu, Kalosara mbutobu, 
yaitu Kalosara yang digunakan untuk 
mendamaikan atau mempersatukan golongan 
bangsawan dan golongan budak, Kalosara 
mokole, yaitu Kalosara yang digunakan 
untuk mendamaikan atau mempersatukan 
golongan pemerintah dan golongan rakyat, 
Kalosara sokei, yaitu Kalosara yang 
digunakan untuk mendamaikan atau 
mempersatukan dua pihak keluarga yang 
berselisih karena persoalan kawin lari, 
Kalosara mekindoroa, yaitu Kalosara yang 
digunakan untuk mendamaikan atau 
mempersatukan orang dengan seseorang 
yang berselisih (Tarimana, 1985:296). 
Salah satu wilayah di Sulawesi 
Tenggara dengan kasus pertanahan yang 
pernah terjadi adalah Kecamatan Baito. 
Kecamatan Baito merupakan salah satu 
Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan 
yang terdiri dari delapan Desa, yaitu Desa 
Amasara, Desa Baito, Desa Matabubu, Desa 
Mekar Jaya, Desa Ahuangguluri, Desa 
Sambahule, Desa Tolihe, dan Desa 
Wonua/Wonua Raya. Masyarakat Kecamatan 
Baito dapat dikategorikan sebagai sebuah 
masyarakat adat sebab dalam strukturnya 
tidak hanya terdiri dari pemerintah 
Kecamatan dan Desa namun juga memiliki 
pemangku adat seperti Tolea (pengantar 
adat), Pabitara (pembicara adat) dan 
Puutobu (tokoh adat). 
Sengketa mengenai tanah di 
Kecamatan Baito menjadi hal yang beberapa 
kali terjadi. Kasus sengketa tanah di 
kecamatan Baito menunjukkan bahwa 
terdapat sebuah budaya dalam masyarakat 
Tolaki untuk menyelesaikan permasalahan 
warganya tanpa harus diserahkan 
sepenuhnya ke hukum formal yang dalam hal 
ini merujuk pada budaya Kalosara. Hal ini 
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menjadi menarik bahwa masyarakat Tolaki di 
Sulawesi Tenggara secara khusus di Baito 
mempunyai tradisi yang dipakai untuk 
menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan pertanahan.  
 
METODE 
Fokus dalam penelitian ini adalah 
bagaimana makna dan fungsi Kalosara 
dalam penyelesaian sengketa tanah 
masyarakat Tolaki di Kecamatan Baito, 
Kabupaten Konawe Selatan. Fokus 
permasalahan tersebut kemudian dibagi ke 
dalam dua sub masalah yaitu bagaimana 
makna benda penyusun Kalosara dan 
bagaimana fungsi Kalosara dalam 
penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan 
Baito Kabupaten Konawe Selatan. Untuk 
menjawab permasalahan tersebut maka data 
yang diperoleh melalui wawancara dan 
dokumentasi dianalisis dalam tiga tahap yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Pada tahap reduksi data 
dilakukan penggolongan terhadap data yang 
perlu digunakan dan data yang tidak perlu 
digunakan sehingga terdapat kesinkronan 
data dengan konsep dan teori dalam 
penelitian. Data ini kemudian disajikan 
dalam beberapa bentuk, seperti uraian 
singkat, bagan, hubungan, antar kategori, dan 
sejenisnya termasuk teks yang bersifat naratif 
(Sugiyono, 2013: 249). Kemudian pada tahap 
penyimpulan, dilakukan upaya menganalisis 
dan menyimpulkan temuan penelitian mulai 
dari awal hingga akhir penelitian. Analisis 
data untuk menjawab fokus penelitian 
diuraikan dengan menggunakan konsep dan 
teori yang relevan yaitu konsep tradisi, 
konsep sengketa tanah, konsep Kalosara, 
teori fungsionalisme struktural oleh Robert K 
Merton, dan teori konflik oleh Ralf 
Dahrendorf.  
 
HUKUM ADAT TOLAKI TENTANG 
TANAH (SARA INE WUTA) 
Tanah merupakan sumber daya alam 
yang vital bagi suku Tolaki. Dalam 
pandangan masyarakat Tolaki, terdapat lima 
fungsi dari tanah yaitu; 1) Sebagai tempat 
mereka besar dan dilahirkan/Titi’ano Obeli, 
2) sebagai tempat para leluhur mereka 
dikuburkan/Tano Opa, 3) Sebagai tempat 
mereka mencari nafkah/Peotoro’a, 4) 
Sebagai tempat membangun kehidupan 
keluarga dan kehidupan bersama/Pelaika’a, 
5) Sebagai modal hidup/Pu’uno Toroaha). 
Berdasarkan pandangan tersebut, tampak 
bahwa tanah dalam masyarakat Tolaki tidak 
hanya sekedar sumber daya alam tempat 
manusia berpijak. Tanah memiliki makna 
tersendiri bagi masyarakat Tolaki sehingga 
dalam hukum adat Tolaki terdapat hukum 
adat yang mengatur masalah tanah yang juga 
disebut dengan Sara Ine Wuta. Pada jaman 
kerajaan Konawe maupun Mekongga, 
hukum adat Sara Ine Wuta memiliki 
pengaturan jelas dengan adanya Menteri 
Urusan Pertanahan ( Tusa Wuta) pada tingkat 
pusat Kerajaan dan seorang Pu’utobu pada 
tingkat daerah.  
Pada masa kini dengan adanya 
pemerintah Indonesia dan tidak adanya lagi 
kerajaan Mekongga maupun Konawe, 
pengaturan tertinggi tanah berada pada 
pemerintah yang diimplementasikan dalam 
Undang-Undang seperti Undang-Undang 
Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. 
Berdasarkan UUPA pasal 2 ayat 1 dan ayat 4 
serta pasal 4 pada intinya yang menyatakan 
bahwa hak kepemilikan terhadap tanah dan 
sumber dayanya dapat diberikan pada 
pemerintah daerah, badan hukum, 
masyarakat adat, dan perseorangan. Karena 
itu pada umumnya kepemilikan tanah di 
Indonesia dapat berupa kepemilikan bersama 
maupun pribadi. Sehingga ketika terjadi 
sengketa terhadap tanah, misalnya klaim 
kepemilikan maupun penguasaan yang tidak 
sah, maka penyelesaiannya kemudian dapat 
ditentukan berdasarkan pihak yang memiliki. 
Misalnya seseorang, dapat mengadukan 
permasalahan pada Badan Pertahanan 
maupun polisi dan perangkat adat sesuai 
lingkungan dan etnisnya. Dalam hal sengketa 
tersebut diselesaikan melalui perangkat adat, 
tentunya perangkat adat dan masyarakat adat 
tersebut perlu dibuktikan keberadaannya 
misalnya dengan adanya individu-individu 
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yang memiliki posisi tertentu dalam struktur 
adat dan juga adanya hukum adat dalam 
masyarakat tersebut. Dalam masyarakat 
Tolaki, hukum adat ini dikenal dengan nama 
Sara Ine Wuta dan dijalankan oleh Pu’utobu 
bersama Tolea/Pabitara. 
Tanah dalam hukum Sara Ine Wuta 
berdasarkan kepemilikan terdiri dari dua 
jenis, yaitu Tanah Hak Ulayat Kampung 
(Wutano Okambo) dan Tanah Hak 
Perorangan (Wuta Dono). Tanah Hak Ulayat 
Kampung, seperti namanya, merupakan 
tanah yang dimiliki bersama sebuah 
kampung. Tanah ini biasa disebut dengan 
tanah adat. Pelanggaran terhadap tanah adat 
memiliki hukuman berupa pembayaran 
denda yang besarannya disesuaikan dengan 
jenis pelanggaran mulai dari seekor kerbau 
hingga diusir dari kampung. Pengolahan 
tanah adat tanpa izin dari Pu’utobu misalnya, 
didenda berupa seekor kerbau dan jika tidak 
mampu maka ia akan diusir dari kampung. 
Tanah hak perorangan juga dapat 
termasuk ke dalam tanah adat. Tanah hak 
perorangan (Wuta Dowo) adalah hak yang 
diberikan penguasa adat setempat kepada 
warga Desa maupun orang luar untuk 
memiliki atas sebidang tanah yang berada di 
dalam wilayah tanah persekutuan 
hukum/kampung yang bersangkutan. 
Namun, tanah ini beda dengan tanah pribadi 
yang bukan diberikan oleh penguasa adat 
setempat. Sebab pada dasarnya, tanah 
tersebut merupakan tanah adat yang 
diberikan. Karena itu, tanah ini tidak dapat 
dijual kembali.  
Wuta Dowo, sama seperti Wutano 
Okambo, memiliki denda/hukuman jika 
dilakukan pelanggaran terhadap kepemilikan 
yang diberikan. Misalnya jika pengolahan 
tanah tersebut diberikan pada pihak luar 
selain pemilik dan keluarga, maka terdapat 
denda seperti pelanggaran terhadap Wutano 
Okambo. Adapun tanah pribadi adalah milik 
sendiri berdasarkan hasil kerja keras sendiri.  
Berdasarkan jenis kepemilikan di atas, 
maka ketika terjadi sengketa harus dilihat 
dulu status kepemilikan tanah tersebut, 
apakah hak milik berdasarkan adat atau hak 
milik pribadi. Namun, tanah hak milik adat 
dapat lepas jika tanah tersebut setelah diolah 
tidak ditinggalkan penanda seperti pohon 
kelapa, nenas, durian atau pohon-pohon keras 
lainnya sehingga tanah tersebut kembali 
menjadi hutan. Dalam hal ini, tanah tersebut 
kembali menjadi tanah adat kampung sebab 
tanah tersebut dianggap telah ditinggalkan. 
Tata cara penyelesaian sengketa tanah yang 
terjadi di kecamatan Baito melalui adat 
memiliki beberapa tahapan. Setelah pihak 
yang bersengketa bersedia menerima adat, 
maka berdasarkan informasi dari Bapak 
Sombo sebagai Pu’utobu Desa Tolihe, 
dilakukan pelacakan secara fisik dan 
administratif terhadap asal-usul kepemilikan 
tanah tersebut. Setelah diketahui maka 
diadakan musyawarah yang melibatkan 
pihak-pihak yang dianggap memiliki peran, 
terutama perangkat adat, perangkat Desa, 
tokoh agama, dan pihak BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa). 
 
SENGKETA TANAH DI KECAMATAN 
BAITO 
Sengketa tanah di kecamatan Baito, 
berdasarkan keterangan dari Camat Baito, 
Bapak Ivan Hardiansyah, merupakan hal 
yang sudah beberapa kali terjadi. Setidaknya 
terdapat sengketa tanah di tiga Desa, yaitu 
Desa Tolihe, Desa Baito, dan Desa Amasara, 
yang melibatkan antar sesama warga Tolaki 
mengenai tanah hak milik pribadi. Sengketa 
yang terjadi di Desa Tolihe melibatkan warga 
Tolaki bernama Bapak Rahili dengan Bapak 
Milu, Nuriyamin, dan Kusumo. Sementara di 
Desa Baito melibatkan Bapak Gae dengan 
Bapak Guslan. dan di Desa Amasara 
melibatkan Bapak Abas dengan Bapak Asrin. 
Sengketa yang terjadi umumnya disebabkan 
oleh masalah batas tanah dan penyerobotan 
terhadap lahan. 
Sengketa tanah yang terjadi kecamatan 
Baito juga tidak terlepas dari sistem mata 
pencaharian masyarakat kecamatan tersebut 
di masa lalu. Sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya bahwa sebagian besar mata 
pencaharian masyarakat di wilayah ini adalah 
bertani. Pada masa generasi sebelumnya, 
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pertanian juga menjadi mata pencaharian 
utama. Ketika itu, sistem pertaniannya yaitu 
sistem ladang berpindah.  
Sistem ladang berpindah tersebut 
menimbulkan masalah ketika petani lain 
masuk dan mengolah tanah yang 
ditinggalkan petani sebelumnya. Dalam hal 
ini, terjadi klaim terhadap tanah tersebut 
seperti yang diungkapkan oleh informan di 
atas. Sengketa tanah yang disebabkan oleh 
masuknya pemilik bukan lahan mengolah di 
lahan bukan miliknya terjadi di Desa Tolihe 
pada Mei 2015 antara Bapak Rahili dengan 
Bapak Milu, Nuriyamin, dan Kusumo. 
Kasus Bapak Rahili terjadi akibat 
ketidaktahuan dari Bapak Nuriyamin dan 
rekan-rekan mengenai kepemilikan lahan 
tersebut. Akibatnya Bapak Rahili menggugat 
Bapak Nuriyamin dan rekan-rekan ke pihak 
polsek setempat. Namun, Bapak Nuriyamin 
dan rekan-rekan kemudian berinisiatif 
membawa Kalosara ke Bapak Rahili dengan 
tujuan agar masalah tersebut diselesaikan 
melalui jalur adat. Meskipun pada awalnya 
Bapak Rahili menolak, namun setelah 
diadakan pendekatan oleh pihak pemangku 
adat yaitu Pu’tobu Desa Tolihe, Bapak 
Sombo, Tolea Desa Tolihe, Bapak Asradin, 
dan Kades Tolihe, Bapak Abdul Fatah 
akhirnya Bapak Rahili bersedia mencabut 
gugatan dan menyelesaikannya melalui jalur 
adat. Ketika kesepakatan/perdamaian 
berhasil dicapai, maka pihak yang digugat 
yaitu Bapak Nuriyamin dan rekan-rekan 
wajib membayar denda (Peohala) kepada 
Bapak Rahili. Adapun Peohala yang 
disepakati yaitu uang tunai sebesar Rp 
6.000.000 dan penyerahan sejumlah tanaman 
pohon jati dari Bapak Nuriyamin dan rekan-
rekan kepada Bapak Rahili. Tidak hanya 
menyelesaikan kerugian materiil, kerugian 
imaterial pun dapat diselesaikan dengan 
berdamainya kedua pihak. 
Sengketa tanah selanjutnya terjadi di 
Desa Amasara. Sengketa yang terjadi adalah 
klaim kepemilikan tanah antara Bapak Abas 
dan Bapak Asrin Dabi pada 2015 yang 
merupakan masyarakat Tolaki. Analisa 
mengenai kepemilikan tanah pada akhirnya 
diberikan kepada Bapak Abas berdasarkan 
bukti-bukti yang diberikan oleh Bapak Abas. 
Perdamaian keduanya kemudian dituangkan 
dalam surat perjanjian damai sama halnya 
dengan kasus Bapak Rahili dengan Bapak 
Nuriyamin dan rekan-rekan.  
Sengketa tanah lainnya di Kecamatan 
Baito terjadi di Desa Baito yang melibatkan 
Bapak Gae dengan Bapak Guslan pada 
Desember 2013. Kedua pihak masih 
memiliki hubungan kekeluargaan. 
Penyelesaian yang dicapai sama dengan yang 
dilakukan oleh Bapak Nuriyamin dan rekan-
rekan, yaitu dengan membawakan 
Kalosara/jalur adat. Peohala yang mesti 
diberikan oleh Pak Guslan cukup beda 
dengan yang diberikan oleh Bapak 
Nuriyamin dan rekan-rekan di mana Poehala 
ini tidak hanya berupa uang namun juga 
beberapa barang. Perbedaan ini disebabkan 
karena adanya kekerasan fisik yang terjadi 
selain sengketa tanah. Menurut Bapak Abdul 
Hamid, ketika terjadi pemukulan maka orang 
yang dipukul tersebut dianggap meninggal 
sehingga dalam Peohala mesti disertakan 
benda-benda yang berkaitan dengan 
kematian, seperti kain kaci atau kain kafan 
dan cerek yang mewakili alat menyiram 
kuburan. Adapun mengenai batas tanah 
dicapai kesepakatan dengan membuat garis 
lurus baru yang memisahkan tanah masing-
masing pihak. 
Berdasarkan data-data sengketa tanah 
di atas sengketa yang terjadi terhadap tanah 
meliputi tanah pribadi dan tidak ditemukan 
data yang menyangkut sengketa tanah hak 
ulayat atau tanah adat. Di Desa Tolihe dan 
Desa Amasara tidak ditemukannya sengketa 
tanah yang melibatkan warga non Tolaki 
disebabkan status warga non Tolaki sebagai 
pendatang yang sebelumnya tidak memiliki 
tanah kemudian membeli tanah secara. 
Namun di Desa Baito, menurut keterangan 
Bapak Firdaus, sempat terjadi sengketa tanah 
yang melibatkan warga non Tolaki, yaitu 
warga sesama Bugis antara Bapak Muchtar 
dan Bapak Landu. Permasalahan yang terjadi 
meliputi batas tanah yang kemudian 
diselesaikan dengan musyawarah yang 
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melibatkan aparat Desa dan pemangku adat 
yaitu Tolea/Pabitara. Dalam hal ini, tidak 
sampai menurunkan simbol Kalo namun 
diselesaikan melalui musyawarah mufakat. 
 
ANALISIS MAKNA TRADISI 
KALOSARA 
Menganalisis tradisi Kalosara dalam 
hal penyelesaian sengketa tanah, tidak hanya 
mencari bagaimana keberhasilan atau 
kegagalan peran dan status Kalosara itu. 
Analisa mendalam diperlukan sebab 
berjalannya peran dan status ini tentu 
disebabkan oleh hal-hal lain yang telah ada 
sebelum sengketa itu ada. Hal-hal ini 
misalnya bagaimana role-set Kalosara yang 
telah berjalan dalam kebudayaan lainnya 
masyarakat Tolaki. Dalam hal ini, terkait 
dengan tradisi mengenai Kalosara yang telah 
ada, seperti kebijakan turun temurun yang 
ada di dalam kesadaran, keyakinan, norma, 
nilai, dan benda yang diciptakan dimasa lalu 
(Sztompka, 2011: 74). 
Wawancara pada informan yang 
terlibat dalam sengketa tanah, baik pemilik 
tanah maupun perangkat adat, menunjukkan 
bahwa terdapat suatu makna denotatif 
terhadap Kalosara. Dalam fungsi yang 
tampak, lobi perangkat Desa dan perangkat 
adat sehingga Bapak Rahili bersedia 
mencabut laporan dari polisi dan menerima 
penyelesaian jalur adat yang juga menerima 
masuknya hukum adat maka terdapat makna 
konotatif bagi Bapak Rahili dan makna 
denotatif bagi semua pihak yang terlibat 
mengenai perangkat peran dan perangkat 
status Kalosara. Ada konsensus mengenai 
Kalosara yang sebelumnya tercipta bahwa 
Kalosara adalah media penyelesaian konflik, 
dan misalnya tidak hanya sebagai alat 
kelengkapan dalam adat seperti adat 
pernikahan masyarakat Tolaki. 
Analisa mengenai tradisi Kalosara 
dalam penyelesaian sengketa tanah dapat 
dilihat dari segi makna dan fungsi sebagai 
pokok bahasan penelitian ini. Makna adalah 
bagaimana arti Kalosara bagi pihak-pihak 
yang terlibat dalam sengketa tanah dan 
penyelesaiannya. Memaknai/mengartikan 
Kalosara dengan melihat makna dari struktur 
dari benda penyusun Kalosara itu (simbol 
adat). Ketika makna Kalosara telah didapat 
maka dilakukan analisa terhadap fungsi-
fungsi yang terdapat dalam Kalosara. Fungsi 
yang akan dianalisis tidak hanya fungsi yang 
tampak namun juga fungsi yang tidak tampak 
seperti dalam teori Dahrendorf. Hal ini 
penting untuk menganalisis bagaimana 
konsensus terhadap perangkat peran dan 
perangkat status Kalosara berjalan. 
Gabungan dari analisa makna dan fungsi ini 
dengan sendirinya akan menjawab 
bagaimana tradisi Kalosara dalam 
penyelesaian sengketa tanah khususnya di 
kecamatan Baito. 
Kalosara, adalah simbol adat 
bermakna bagi masyarakat Tolaki. Alat-alat 
itu berupa alas dari anyaman tangkai daun 
palam berbentuk segi empat, rotan, kain 
putih, daun sirih, dan buah pinang. Rotan 
terdiri dari tiga batang rotan yang dipilin 
membentuk lingkaran dengan ujung yang 
diikat membentuk angka delapan dan 
kemudian diberi alas kain putih. Di tengah 
lingkaran diletakkan daun sirih yang 
mewadahi buah pinang. Bagi masyarakat 
dengan budaya lain, alat-alat ini tidak 
memberikan makna apa pun selain kumpulan 
dari alat-alat yang diambil dari alam. Namun 
bagi masyarakat Tolaki, kehadiran Kalosara 
yang digerakkan oleh perangkat adat mampu 
menyalurkan warisan turun temurun dari 
generasi sebelumnya. Bahwa kehadiran 
Kalosara juga secara tidak langsung 
membawa kehadiran generasi-generasi 
sebelumnya. 
Secara garis besar, Kalosara dalam 
penyelesaian sengketa tanah khususnya di 
kecamatan Baito memiliki arti yaitu simbol 
keramat yang mengandung gagasan ideal 
yang mengatur tata cara kehidupan 
masyarakat Tolaki dan menjadi tradisi turun 
temurun antara anggota masyarakat. Makna 
antara benda-benda penyusun Kalosara 
terhadap penyelesaian sengketa tanah dapat 
dilihat dalam hubungan analogi. Bahwa, 
setiap benda penyusun Kalosara 
menganalogikan Kalosara sebagai ide ideal 
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kehidupan masyarakat Tolaki yang terkait 
dengan realitas. Permasalahan apa yang ada 
dalam masyarakat, ditarik kembali ke makna-
makna Kalosara yang menggambarkan 
bagaimana cara terbaik dalam 
penyelesaiannya. Hal ini juga terkait dengan 
fungsi Kalo sebagai ide dalam kebudayaan 
dan sebagai kenyataan dalam kehidupan 
orang Tolaki (Tarimana, 1985:283). 
 Makna-makna simbol Kalosara 
merepresentasikan tiga hal yang paling 
bernilai dalam kehidupan orang Tolaki yaitu, 
medulu mepoko’aso (persatuan dan 
kesatuan), ate pute penao moroha (kesucian 
dan keadilan), dan morini mbu’umbundi 
monapa mbu’undawaro (kemakmuran dan 
kesejahteraan) (Tarimana, 1985: 284). Dalam 
pelaksanaannya, ketika simbol Kalosara 
diletakkan oleh perangkat adat maka itu 
merupakan wujud dari gagasan kebudayaan 
masyarakat Tolaki yang mencakup persatuan 
dan kesatuan, kesucian dan keadilan, serta 
kemakmuran dan kesejahteraan. Dan 
perwujudan gagasan itu ditarik dari makna-
makna terkandung dalam rotan, kain putih, 
dan wadah anyaman.  
Wadah anyaman (Siwole) memiliki 
makna kesejahteraan dan kemakmuran 
(morini mbu’umbundi monapa 
mbu’undawaro). Kemakmuran dalam hal ini 
merupakan pencapaian terhadap hal-hal yang 
dianggap melambangkan kesejahteraan. 
Misalnya, kebun sagu dan kebun kelapa yang 
bertebaran (tepohiu o epe dan lua-luano 
wawo raha) sementara kesejahteraan 
misalnya terkait dengan saling hormat 
menghormati dan kasih mengasihi 
(mombekapona-pona ako dan mombekameri-
meiri’ako) (Tarimana, 1985: 285). Terkait 
dengan penyelesaian sengketa tanah, hal 
pokok yang menjadi permasalahan adalah 
tanah itu sendiri sebagai tempat hidup, 
tempat berusaha, dan tempat dikuburkan. 
Maka ketika terjadi sengketa terhadap tanah, 
wadah anyaman merepresentasikan 
kemakmuran dan kesejahteraan seperti apa 
yang ideal bagi masyarakat Tolaki, 
khususnya pihak yang bersengketa. 
Kemakmuran seperti kebun yang luas dan 
menghasilkan komoditas tidak dapat dicapai 
tanpa ada sikap saling hormat menghormati 
dan kasih mengasihi saat sengketa tanah 
terjadi. Maka untuk mencapai kemakmuran, 
diperlukan kesejahteraan dan cara tersebut 
menurut tradisi masyarakat Tolaki dapat 
dicapai melalui adat Kalosara sebagaimana 
anyaman menjadi bahan penyusun dari 
Kalosara. 
Lilitan rotan dari Kalosara 
merepresentasikan arti persatuan bagi 
masyarakat Tolaki (medulu mepoko’aso), 
yaitu persatuan dari pemerintah, masyarakat, 
wilayah. Secara ideal, wujud dari persatuan 
dan kesatuan masyarakat Tolaki terwujud 
dalam ikatan pemerintah, masyarakat, dan 
wilayah, maupun pemerintah, agama, dan 
adat. Pada intinya tiga rotan memaknai tiga 
hal yang vital dalam struktur masyarakat 
Tolaki. Bentuk lilitannya yang melingkar 
mewakili arti dari Kalo, yaitu lingkaran. 
Bentuk lingkaran Kalosara dalam 
masyarakat Tolaki mewakili tradisi duduk 
bersama dalam lingkaran untuk mencari jalan 
keluar dalam permasalahan yang dialami 
anggota masyarakat. Terdapat bentuk kerja 
sama atau gotong royong dalam mencari 
jalan keluar permasalahan. Terdapat dua 
jenis ikatan lilitan rotan yaitu bentuk delapan 
dan bentuk angka satu. Ujung lilitan rotan 
yang diikat membentuk angka delapan 
memiliki arti bahwa Kalosara itu pada 
penggunaannya ditujukan untuk hal-hal 
dalam kehidupan masyarakat Tolaki yang 
berhubungan dengan penyelesaian 
permasalahan. Makna dari ikatan lilitan rotan 
ini adalah untuk menjaga agar permasalahan 
agar tidak sampai keluar dari adat dan 
menjadi pembicaraan orang banyak. 
Kain putih memiliki makna kesucian 
dan keadilan. Kesucian juga terkait dengan 
lingkaran aktivitas kehidupan seseorang 
(Tarimana, 1985:285). Misalnya saat 
seseorang akan memulai suatu fase baru 
dalam lingkaran hidupnya, termasuk dalam 
penyelesaian sengketa tanah. Proses 
perdamaian merupakan fase lanjutan dari 
fase konflik. Ketika dua pihak yang 
berkonflik kemudian berdamai, maka 
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keduanya masuk pada lingkaran hidup baru 
dalam arti permasalahan-permasalahan telah 
diletakkan/diselesaikan dan perdamaian 
merupakan kehidupan baru mereka. Selain 
itu, kesucian juga mengandung makna bahwa 
proses menuju lingkaran hidup yang baru itu 
dilakukan melalui cara yang dianggap paling 
baik/suci yaitu melalui tradisi Kalosara.  
Daun sirih mewakili perempuan dan 
buah pinang mewakili pria. Dalam tradisi 
Kalo, laki-laki dan perempuan merupakan 
sumber awal dari klasifikasi-klasifikasi 
dalam budaya tolaki, misalnya tubuh dan 
jiwa, kanan dan kiri, dan lainnya. Begitu pun 
dalam sengketa tanah, ada dua pihak yang 
saling bertentangan, yaitu pelapor dan 
terlapor. Ketika diletakkan dalam 
penyelesaian sengketa tanah, daun sirih dan 
buah pinang, keduanya ada dan tidak hanya 
satu saja. Ini berarti bahwa terdapat 
keseimbangan dalam representasi orang yang 
tidak hanya merujuk pada satu jenis kelamin 
namun dua jenis kelamin sesuai ciptaan 
tuhan. Terkait dengan sengketa tanah, 
terdapat posisi Pabitara dan Tolea yang akan 
mewakili pihak-pihak yang bersengketa 
tanah untuk berbicara. Pabitara mewakili 
pria sementara Tolea mewakili perempuan. 
Artinya, siapa pun yang bersengketa baik 
perempuan maupun pria mendapat perlakuan 
yang sama. 
Keseluruhan makna dari simbol 
Kalosara yaitu anyaman, rotan, kain putih, 
daun sirih, dan buah pinang, kemudian 
membentuk sebuah sistem tradisi khususnya 
dalam penyelesaian sengketa tanah. Karena 
itu aspek penting yang dapat diperoleh dari 
keberadaan Kalo adalah pesan non verbal 
(simbol Kalo) mendahului pesan verbal 
(kata-kata, misalnya oleh perangkat adat 
dalam mediasi) (Tamburaka, 2015: 31). Ini 
berarti bahwa kehadiran Kalosara sendiri 
telah memberikan pesan yang jelas dengan 
arti keberadaannya pada penyelesaian 
sengketa tanah. Dalam kasus sengketa tanah 
yang ditemukan, ketika keluarga Bapak 
Guslan bersama Pu’utobu Desa Baito (Bapak 
Abdul Hamid) dan Tolea/Pabitara Bapak 
Yurisman datang membawakan Kalosara 
maupun dalam kasus Bapak Rahili, ada 
pemahaman bersama yang dimiliki semua 
pihak yang terlibat tentang Kalosara, 
terutama pihak-pihak yang bersengketa 
tanah. Kalosara tidak hanya dilihat sebagai 
susunan benda dari rotan, kain putih, pinang, 
dan daun sirih, namun terdapat makna yang 
membuat mereka mau menggunakan 
Kalosara.  
Pemahaman di atas menunjukkan 
adanya sebuah definisi mengenai Kalosara 
hingga Kalosara itu mampu menyelesaikan 
sebuah permasalahan bahkan jika 
permasalahan itu sudah masuk ke wilayah 
hukum. Hal ini menunjukkan bahwa 
Kalosara sebagai simbol budaya Tolaki 
memiliki rasa penghormatan dari 
masyarakatnya, dan Kalosara sebagai tradisi 
atau warisan budaya turun temurun memiliki 
cara-cara yang sudah ditetapkan yaitu 
musyawarah mufakat melalui perantara 
seperti perangkat adat dan perangkat Desa 
sebagaimana yang dijelaskan dalam kasus 
sengketa tanah di kecamatan Baito. 
Kalosara dalam teori struktural 
fungsional, dapat dilihat sebagai sebuah 
struktur yang berfungsi dan membentuk 
sebuah sistem. Setiap benda penyusun 
Kalosara memiliki makna yang saling terkait 
dan akan hilang kesakralannya jika tidak 
diletakkan dalam susunan yang lengkap. 
Sebagai tradisi yang digunakan oleh 
masyarakat Tolaki dengan perangkat adat 
sebagai pelaksana langsung dalam 
penyelesaian sengketa tanah, terlihat adanya 
sebuah sistem dalam penyelesaian sengketa 
tanah. Sistem itu ialah Kalosara, perangkat 
adat, masyarakat Tolaki, dan objek 
permasalahan. Dilihat secara terbalik, tetap 
akan merujuk pada Kalosara. Yaitu ketika 
ada permasalahan dalam masyarakat Tolaki 
yang akan diselesaikan melalui adat, maka 
perangkat adat akan menurunkan Kalosara. 
Terlihat ada sistem yang berputar dan tak 
berujung. Kemungkinan, hal ini juga 
merepresentasikan makna dari angka delapan 
sebagai ujung lilitan Kalosara yang 
berbentuk angka delapan sebagai arti sesuatu 
yang tak terbatas/tak terhingga. 
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Analisa berdasarkan teori struktural 
fungsional, makna Kalosara berupa simbol 
sakral yang mengandung gagasan ideal 
dalam mengatur tata cara kehidupan 
masyarakat Tolaki termasuk tata cara 
penyelesaian sengketa tanah dan dimaknai 
secara denotatif oleh masyarakat Tolaki 
tercipta berkat lembaga yang dilegitimasi. 
Dalam hal ini, lembaga yang dilegitimasi 
adalah lembaga adat. Mereka menjalankan 
peranan (role-set) yang diharapkan 
berdasarkan posisi (status-set) yang dimiliki. 
Berdasarkan fungsi yang tampak, lembaga 
yang dilegitimasi adalah perangkat adat 
seperti Bapak Sombo dan Bapak Abdul 
Hamid sebagai ketua adat di Desanya dan 
Bapak Asradin dengan Bapak Yurisman 
sebagai pengantar dan pembicara adat. 
Mereka diharapkan dapat berperan sesuai 
dengan posisi mereka sebagai perangkat adat. 
Dalam sengketa tanah di kecamatan Baito, 
para perangkat adat ini memiliki peran yang 
signifikan dalam terciptanya konsensus di 
antara pihak yang berkonflik.  
Bapak Abdul Hamid yang berposisi 
sebagai Pu’utobu, dalam kasus Bapak Guslan 
dan Bapak Gae memiliki peran sebagai 
pengantar simbol Kalosara sekaligus 
mediator/perantara yang mengantarkan 
pemahaman kepada pihak yang bersengketa 
untuk mengikuti tata cara adat/Kalosara. 
Bapak Yurisman yang berposisi sebagai 
Pabitara/Tolea memiliki peran dalam 
membahasakan Kalosara ini melalui tradisi 
lisan Tolaki. Tidak hanya sebagai pengantar 
dan pembicara, posisi sebagai Pu’utobu dan 
Pabitara/Tolea dalam lembaga adat yang 
dilegitimasi memberinya kekuasaan untuk 
membuat pihak Bapak Gae dan keluarga 
menerima adat. Kekuasaan ini tampak dari 
kesediaan mereka bahkan tanpa ada paksaan 
secara langsung dari perangkat adat. Begitu 






FUNGSI KALOSARA DALAM 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH 
DI KECAMATAN BAITO KABUPATEN 
KONAWE SELATAN 
Sebagai upaya memahami pelaksanaan 
tradisi Kalosara dalam penyelesaian 
sengketa tanah di kecamatan Baito kabupaten 
Konawe Selatan, berdasarkan hasil penelitian 
lapangan, peneliti dapat membagi fungsi 
Kalosara dalam tiga fungsi. Ketiga fungsi 
tersebut adalah fungsi Kalosara sebagai 
media pemaksa, sebagai media pemersatu, 
dan sebagai media atau sarana perdamaian 
(pendamai). Untuk lebih jelasnya, fungsi-
fungsi tersebut diuraikan dalam penjelasan 
berikut. 
Fungsi sebagai alat pemaksa yang 
terkandung dalam Kalosara terlihat secara 
langsung maupun tidak langsung. Secara 
langsung terlihat dari hukum adat Kalosara 
itu sendiri dan secara tidak langsung terkait 
dengan kepercayaan masyarakat Tolaki 
bahwa terdapat sesuatu di luar diri manusia 
yang memiliki kuasa atas apa yang ada di 
dunia dan hukum adat Kalosara itu sendiri. 
Secara langsung melalui hukum adat, 
sebelumnya telah dijelaskan mengenai Sara 
Ine Wuta yang mengatur bagaimana 
pengaturan tanah adat kampung dan tanah 
pribadi termasuk denda-denda terhadap 
pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Dalam 
Sara Ine Wuta, ketika terjadi masalah 
mengenai tanah terutama mengenai tanah 
adat kampung maka Pu’utobu memegang 
peranan penting dalam penyelesaiannya. Dan 
seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dengan 
berdirinya Republik Indonesia, maka berlaku 
pula hukum nasional termasuk hukum yang 
mengatur tentang tanah. Namun karena 
penyelesaian masalah yang terjadi atas tanah 
dapat diserahkan kepada masyarakat adat, 
maka dalam hal ini perangkat adat masih 
memegang peranan. Dengan demikian, 
fungsi Kalosara sebagai alat pemaksa yang 
secara langsung tidak hanya terlihat secara 
tersirat melalui proses-proses dalam 
pelaksanaannya namun juga secara tersurat 
dengan adanya legitimasi dari pemerintah 
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pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini 
kecamatan Baito. 
Fungsi sebagai alat pemaksa (secara 
langsung) dalam penyelesaian kasus 
sengketa tanah bersifat persuasif dan tidak 
dalam represif. Terlihat dari cara yang 
dilakukan oleh perangkat adat dan perangkat 
Desa dalam meminta pelapor untuk 
menggunakan jalur adat. Terdapat paksaan 
untuk mengikuti metode adat namun dengan 
cara yang persuasif, yaitu dengan 
menawarkan poin keadilan. Fungsi Kalosara 
sebagai alat pemaksa di atas terkait juga 
dengan fungsi sebagai alat pemaksa secara 
tidak langsung, yaitu dengan kepercayaan 
adanya kekuatan/kuasa di luar diri manusia. 
Masyarakat Tolaki pada masa lalu mengenal 
tiga Sangia (dewa) yaitu Sangia Mbuu ( dewa 
pencipta alam), Sangia Wonua (dewa 
pemelihara alam), dan Sangia Mokora (dewa 
pemusnah alam) (Melamba dalam 
Tamburaka, 2015:44). 
Teori konflik Rafl Dahrendorf dan teori 
struktural fungsional Robert D. Merton, 
memiliki cara pandang yang beda terhadap 
kestabilan dalam masyarakat. Jika ditinjau 
dari teori Dahrendorf, kekuasaan Kalosara 
dalam penyelesaian sengketa tanah diperoleh 
berdasarkan paksaan melalui kekuasaan dan 
otoritas perangkat-perangkat yang terkait. 
Namun dalam teori Merton, kestabilan 
diperoleh secara sukarela karena adanya 
pemahaman bersama dalam masyarakat. 
Berdasarkan informasi dari informan, tidak 
ada paksaan secara represif bagi mereka yang 
berkonflik, baik masyarakat Tolaki maupun 
masyarakat lain di wilayah masyarakat 
Tolaki, untuk menggunakan Kalosara. 
Namun ketika mereka memilih Kalosarae, 
maka ketentuan di dalamnya wajib diikuti 
meskipun pada dasarnya ketentuan tersebut 
(seperti penentuan denda) masih bersifat 
fleksibel. Dahrendorf dalam teorinya 
menyatakan bahwa dalam masyarakat 
terdapat kelompok yang menguasai dan 
kelompok yang dikuasai namun menyatu 
karena kepentingan yang sama (Bernard 
Raho,2007: 79). Hal ini terdapat pada 
distribusi otoritas dan kekuasaan yang 
menyertainya. Di kecamatan Baito, otoritas 
perangkat adat memberinya kekuasaan 
sebagai perpanjangan dari Kalosara. 
Kalosara sebagai dalam fungsi sebagai 
alat pemersatu memiliki arti menjadi 
penengah yang menahan emosi pihak yang 
bersengketa dalam posisinya sebagai sarana 
untuk berbicara. Hal ini bahwa Kalosara 
sebagai alat mesti dihormati kehadirannya, 
dan Kalosara sebagai adat mesti diikuti 
dengan cara-cara yang sudah ditetapkan yaitu 
komunikasi yang bersifat musyawarah 
mufakat melalui perantara seperti perangkat 
adat dan perangkat Desa. Fungsi alat 
pemersatu tidak hanya tampak dari posisinya 
sebagai sarana untuk berbicara namun 
berdasarkan pada kemampuannya yang 
dianggap dapat memilah-milah dalam situasi 
yang berkonflik. Terdapat dua poin utama 
mengenai Kalosara yaitu yang bisa memilah-
milah antara yang benar dan tidak serta bisa 
mendamaikan. Terdapat rasa percaya oleh 
pihak-pihak yang terlibat terhadap proses 
yang berjalan untuk menyelesaikan sengketa 
yang terjadi. Dalam hal ini, Kalosara mampu 
menjadi alat yang menyatukan perbedaan 
yang ada di antara pihak yang bersengketa 
tanah hingga mau duduk bersama dan 
mencari jalan keluar melalui musyawarah 
mufakat.  
Fungsi Kalosara sebagai alat 
pemersatu dalam proses penyelesaian 
sengketa tanah juga tampak dari tahapan 
ketika musyawarah akan dimulai. Terdapat 
hierarki dalam pelaksanaannya yang dimulai 
dari meminta ijin pada pihak tertinggi dalam 
struktur masyarakat yaitu pemerintah. 
Meminta ijin kepada pemerintah merupakan 
proses awal yang dilakukan ketika mediasi 
sengketa tanah melalui adat yang bernuansa 
musyawarah mufakat akan dimulai. Sesuai 
dengan makna lilitan rotan yang 
merepresentasikan makna dari oleh yang 
memerintah dan yang diperintah. Maka 
legitimasi yang diberikan pemerintah kepada 
perangkat adat untuk menyelesaikan masalah 
tersebut patut dihargai. Dalam mediasi ini 
pemerintah direpresentasikan oleh kepala 
dusun maupun kepala Desa. Ucapan meminta 
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ijin yang dikatakan oleh Pabitara diucapkan 
dengan memakai tradisi lisan masyarakat 
Tolaki, yaitu bahasa Tolaki. Manurut Bapak 
Abdul Hamid, penggunaan tradisi lisan ini 
menjadi keharusan untuk menjaga kesakralan 
mediasi melalui adat ini, sebab mediasi ini 
bukanlah mediasi pada umumnya namun 
mediasi yang berdasarkan pada adat Tolaki, 
yaitu Kalosara. Karena itu, kehadiran 
Kalosara dalam penyelesaian sengketa tidak 
dapat dipisahkan dengan tradisi lisan Tolaki 
sebab keduanya adalah satu kesatuan.  
Pemerintah dan pemerintahan dalam 
teori konflik Dahredorf merupakan pihak 
yang berkuasa. Mereka menjadi pihak yang 
berkuasa karena memiliki posisi-posisi yang 
memiliki kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan 
dalam teori Dahrendorf bahwa kekuasaan 
melekat pada posisi, bukan pribadi. 
Bagaimana distribusi posisi dan kekuasaan 
yang tersebar dalam pemerintah akan 
menentukan bagaimana pemerintahannya 
berjalan, termasuk mengatur kebiasaan 
dalam masyarakatnya. Dalam kaitan antara 
adat dan pemerintah dalam penyelesaian 
sengketa tanah khususnya di kecamatan 
Baito, terdapat upaya melestarikan adat 
melalui kebiasaan yang dijaga yaitu 
mengusahakan jalur adat untuk 
menyelesaikan masalah. Adanya bagian adat 
dalam struktur kecamatan Baito juga 
menjaga kebiasaan tersebut sehingga ketika 
terdapat kasus sengketa tanah yang 
dilaporkan ke polisi, menjadi kebiasaan 
untuk mengecek apakah telah dilakukan 
upaya adat. Meskipun pada akhirnya pilihan 
diserahkan kepada pelapor.  
Proses mediasi yang berjalan juga 
menunjukkan adanya distribusi kekuasaan. 
Hal ini tampak dari pembagian tugas 
berdasarkan posisi. Seorang Pabitara/Tolea 
akan membuka mediasi dan meminta ijin 
pada kepala Desa dan Pu’utobu. Dilanjutkan 
atau tidaknya mediasi ditentukan oleh 
keduanya. Kemudian pihak –pihak lain yang 
diundang akan memberikan pandangan 
sesuai bidangnya. Terkait dengan teori 
Merton, struktur yang ada 
menjalankan Kalosara dalam masyarakat 
sesuai dengan peran dan status mereka, 
dalam hal ini pemerintah Desa bersama 
perangkat adat dan pihak-pihak lain yang 
diundang. Mereka berfungsi sesuai jabatan 
masing-masing dalam menjalankan Kalosara 
dalam mediasi sengketa tanah. Semua pihak 
diminta pendapat karena Kalosara memiliki 
metode musyawarah mufakat yang 
menghasilkan keputusan yang mengikat. 
Dalam fungsi yang tampak, adanya struktur 
adat yang berjalan memberi media untuk 
menjaga kebiasaan masyarakat dalam 
menyelesaikan masalah setempat.  
Tujuan akhir dari penggunaan 
Kalosara dalam sengketa tanah adalah untuk 
mencapai perdamaian di antara kedua pihak 
yang bersengketa. Perdamaian tersebut 
diharapkan bersifat tetap dan menyeluruh. 
Adapun bagian dari pelaksanaan Kalosara 
yang menyiratkan adanya fungsi perdamaian 
tampak pada proses awal penyelesaian 
sengketa, ketika tahap mediasi, dan akhir 
mediasi. Kalosara mengingatkan antara 
pihak-pihak yang bersengketa akan kesatuan 
sebagai sesama rumpun masyarakat Tolaki 
yang jika dikait-kaitkan dengan generasi-
generasi leluhur sebelumnya, maka mereka 
masih berkerabat. Begitu pun dengan pihak-
pihak yang bersengketa tanah di kecamatan 
Baito. Di antara mereka yang bersengketa, 
pada dasarnya mereka saling mengenal dan 
masih bertetangga, bahkan Bapak Guslan dan 
Bapak Gae masih memiliki hubungan 
keluarga yang dekat. Berdasarkan keterangan 
keduanya, masih terdapat hubungan keluarga 
dari pihak istri Bapak Gae dengan keluarga 
Bapak Guslan. Karena itu, penyelesaian 
sengketa mereka melalui adat, tidak hanya 
memunculkan fungsi-fungsi sebagai alat 
pemaksa dan pemersatu namun juga fungsi 
sebagai alat perdamaian.  
Penyelesaian yang menyeluruh 
merupakan fokus tujuan akhir dari 
penggunaan Kalosara dalam sengketa tanah. 
Sejak dimulainya penyelidikan terhadap 
status tanah, penggunaan pembicara adat 
sebagai wakil masing-masing pihak, metode 
musyawarah mufakat yang menghadirkan 
pihak-pihak yang dianggap berkompeten, 
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hingga penentuan denda, melambangkan 
usaha yang bersifat damai. Sehingga ketika 
sengketa dianggap selesai, maka diharapkan 
tidak ada lagi masalah yang belum 
diselesaikan dan membuat masalah baru 
dikemudian hari. 
 Simbol Kalo juga dapat 
melambangkan perdamaian dalam 
masyarakat Tolaki. Tiga rotan yang melilit 
kain putih yang menjadi alas lilitan tiga rotan, 
merupakan representasi dari kesucian dan 
kebersihan. Artinya, dalam menyelesaikan 
masalah maka harus diselesaikan dengan hati 
yang suci dan bersih serta diharapkan 
mencapai hasil yang suci dan bersih pula. Di 
sini tujuan utama dari hadirnya Pabitara 
sebagai wakil masing-masing pihak yang 
akan dimediasi. Secara psikologis, ketika dua 
individu yang memiliki kepentingan beda 
bertemu makan akan timbul konflik. Untuk 
itu dibutuhkan pihak ketiga yang memiliki 
posisi netral untuk menjadi penengah. 
Pabitara atau Tolea tidak hanya menjadi 
perpanjangan dari pihak yang bersengketa 
namun di saat yang sama juga menjadi 
penengah dikarenakan posisinya sebagai 
bagian dari adat. 
Teori konflik Dahrendorf menyatakan 
bahwa konflik dapat mengantar orang kepada 
konsensus (Raho Bernard, 2007:78). Namun, 
terdapat peran dari otoritas yang memiliki 
kekuasaan dalam menciptakan konsensus 
tersebut. Kekuasaan ini diperoleh dari posisi 
yang dilegitimasi oleh masyarakatnya. Dan 
dalam konteks masyarakat, ada pihak yang 
menguasai dan ada pihak yang dikuasai. 
Dalam sengketa tanah di kecamatan Baito, 
perangkat adat dan perangkat Desa 
merupakan pihak yang menguasai dan 
dengan kekuasaannya dapat menciptakan 
konsensus di antara pihak-pihak yang 
bersengketa tanah. 
Kekuasaan yang dimiliki perangkat 
adat bersama perangkat pemerintah di 
kecamatan bukan merupakan kekuasaan 
yang bersifat absolut. Namun, kekuasaan 
yang tidak bersifat absolut tersebut dapat 
menguasai pihak-pihak yang bersengketa 
tanah dengan cara-cara yang persuasif, 
melalui kata-kata yang diucapkan oleh 
Pu’utobu saat melobi pihak pelapor untuk 
menggunakan adat. 
Simbol Kalosara yang sakral, 
menciptakan fungsi pemaksa, pemersatu, dan 
perdamaian di dalam penggunaannya. 
Sesuatu yang sakral akan menimbulkan 
konsekuensi berupa kepatuhan atau paksaan. 
Namun, paksaan di sini bukanlah paksaan 
seperti dalam hukum formal yang berlaku. 
Paksaan dalam kaitannya dengan 
penyelesaian sengketa tanah terbagi dalam 
dua bentuk, yaitu paksaan secara langsung 
yang bersifat persuasif dan paksaan secara 
tidak langsung. Seperti dijelaskan 
sebelumnya, perangkat adat dan perangkat 
Desa akan melobi pihak-pihak yang 
bersengketa dengan kata rayuan dalam 
konteks mengingatkan bagaimana leluhur 
menyelesaikan konflik dan pertimbangan-
pertimbangan antara menyelesaikan konflik 
melalui jalur adat dan jalur hukum. 
 Ketika pihak pelapor kemudian 
mengubah keputusan dan menggunakan adat, 
maka terdapat paksaan/hegemoni yang 
namun dalam cara persuasif yang mungkin 
tidak disadari oleh pelapor itu sendiri. Dalam 
teori struktural fungsional Merton, terlihat 
peranan dari perangkat peran yang 
dilegitimasi. Dan dalam teori konflik 
Dahrendorf, terlihat adanya kekuasaan yang 
menjaga pola konflik melalui distribusi 
otoritas. Paksaan secara tidak langsung 
terlihat, dari kekhawatiran pihak-pihak yang 
bersengketa terhadap karma. Sebagaimana 
yang dijelaskan bahwa dalam budaya Tolaki 
terdapat filosofi berupa Inae Kona Sara Ieto 
Pinesara, Inae Liasara Ieto Pineka Sara 
yang berarti bahwa barang siapa yang 
menghormati adat maka dia akan dihormati 
namun barang siapa yang tidak menghormati 
adat maka akan mendapat 
hukuman/ganjaran. Hal ini merupakan 
bentuk paksaan secara tidak langsung dengan 
menciptakan kondisi-kondisi jika Kalosara 
itu dilanggar, seperti dalam hukum formal. 
Dalam teori struktural fungsional Merton, hal 
ini merupakan bentuk dari fungsi tak terlihat. 
Masyarakat Tolaki terlihat sebagai 
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masyarakat yang patuh pada adat namun 
kepatuhan diciptakan untuk menghindari 
karma. Namun dalam penelitian ini merujuk 




Penyelesaian sengketa tanah di 
Indonesia bersifat dualisme yang berarti 
sengketa tanah dapat diselesaikan dengan 
atau tanpa pengadilan/ hukum formal. 
Penyelesaian sengketa tanah di luar 
pengadilan disebut juga dengan mediasi yang 
menggunakan pihak ketiga yang dalam fokus 
penelitian ini berupa hukum adat setempat. 
Di wilayah Kecamatan Baito, Kabupaten 
Konawe Selatan, terdapat tradisi 
penyelesaian sengketa tanah melalui adat, 
yaitu Kalosara. 
Tradisi Kalosara dalam penyelesaian 
sengketa tanah di kecamatan Baito dapat 
dilihat dari makna dan fungsinya. Dari segi 
makna, Kalosara adalah simbol sakral 
masyarakat Tolaki yang tersusun dari wadah 
anyaman segi empat, kain putih, rotan, daun 
sirih, dan buah pinang yang mengandung 
gagasan ideal dalam mengatur tata cara 
kehidupan masyarakat Tolaki termasuk 
dalam penyelesaian sebuah sengketa tanah. 
Masing-masing benda penyusun Kalosara 
merepresentasikan gagasan ideal terhadap 
permasalahan yang dihadapi dan bercermin 
dari gagasan ideal itulah dicari bagaimana 
resolusi dari sengketa tanah yang terjadi. 
Secara sederhana, sebagaimana yang 
disebutkan Tamburaka, Kalosara dilihat 
sebagai non verbal yang mendahului verbal. 
Artinya, pihak yang bersengketa tanah 
memahami kehadiran dari Kalosara. Selain 
itu, Kalosara bersifat terbuka bagi etnis lain 
yang mau menggunakan Kalosara termasuk 
hukumannya yang tidak hanya terbatas bagi 
masyarakat Tolaki. 
Fungsi Kalosara dalam perannya 
mengenai sengketa tanah, dapat dilihat 
melalui keseluruhan proses penyelesaian. 
Terdapat fungsi sebagai media pemaksa, 
media pemersatu, dan media perdamaian. 
Fungsi sebagai alat pemaksa secara langsung 
yang bersifat persuasif maupun tidak 
langsung. Secara langsung terlihat dari 
ketentuan-ketentuan dalam hukum adat 
Tolaki yang mengatur masalah sengketa 
tanah. Ketentuan itu misalnya mengenai 
denda dan perwakilan oleh adat bagi pihak-
pihak yang bersengketa. Selain itu, dalam 
adat Tolaki sendiri terdapat hukum adat 
pertanahan yang disebut Ine Sara Wuta. 
Secara umum, fungsi sebagai alat pemaksa 
dilihat juga dari prosesnya yang memiliki 
tahapan-tahapan mulai dari penyelidikan 
keabsahan tanah, penentuan denda, hingga 
peletakan besi. 
Secara tidak langsung dilihat dari 
dilihat dari pemahaman ke semua informan 
yang menganggap Kalo itu sebagai benda 
yang keramat dan adanya filosofi dalam 
budaya Tolaki berupa Inae Kona Sara Ieto 
Pinesara, Inae Liasara Ieto Pineka Sara 
yang berarti bahwa barang siapa yang 
menghormati adat maka dia akan dihormati 
namun barang siapa yang tidak menghormati 
adat maka akan mendapat 
hukuman/ganjaran. Dari segi fungsi sebagai 
alat pemersatu dapat dilihat dari keterlibatan 
pihak-pihak yang diundang dalam mediasi 
melalui adat. Pihak yang berperan tidak 
hanya perangkat adat, namun juga 
pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan 
Desa, dan pihak lain yang dianggap perlu 
dihadirkan. Kalosara mampu menyatukan 
pihak-pihak yang beda pendapat untuk duduk 
bersama menyelesaikan masalah melalui cara 
adat. Sementara dari segi fungsi sebagai alat 
perdamaian, Kalosara kembali 
mengingatkan pihak yang bersengketa akan 
pentingnya penyelesaian masalah sengketa 
tanah dengan pikiran yang jernih dan 
menjauhi emosi. Hal ini terlihat dari 
kesediaan Bapak Rahili dan Bapak Guslan 
untuk mencabut laporan di polisi dan 
menerima adat. Selain itu, perdamaian yang 
diciptakan melalui Kalosara merupakan 
perdamaian yang bersifat menyeluruh dalam 
arti diharapkan tidak terjadi masalah yang 
berkelanjutan. 
Otoritas dari perangkat peran dalam 
Kalosara merupakan faktor penting bagi 
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berperannya Kalosara. Sesuai dengan teori 
fungsionalisme struktural Merton bahwa 
status dalam masyarakat memberikan peran-
peran yang diharapkan berjalan. Dalam hal 
ini, perangkat adat memiliki status sebagai 
pelaksana dan menjaga Kalosara tetap hidup 
dalam masyarakat melalui perannya. 
Meskipun teori fungsionalisme struktural 
menyatakan struktur berfungsi atas 
kesukarelaan, namun tidak dapat dipungkiri 
bahwa terdapat kekuasaan yang mengatur 
fungsi struktur itu. Dalam fokus penelitian, 
Kalosara melalui perangkat adat 
menggunakan kekuasaan yang bersifat 
persuasif. Dalam teori konflik Dahrendorf, 
otoritas terikat pada posisi/status dan bukan 
pribadi. Dalam penelitian, Bapak Abdul 
Hamid dan Bapak Sombo dapat meminta 
Bapak Rahili dan Bapak Guslan untuk 
mencabut laporan dikarenakan status mereka 
sebagai perangkat adat dan juga karena status 
Kalosara itu sendiri yang dipahami oleh 
kedua pihak tersebut. Dapat dilihat bahwa 
distribusi kekuasaan berpengaruh terhadap 
konflik dalam masyarakat. 
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